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ABSTRACT	

The	purpose	of	this	study	is	to	analyze	and	identify	community	empowerment	programs	
in	 improving	 appropriate	 technology	 at	 the	 Malinau	 Regency	 Community	 and	 Village	
Empowerment	Office	using	the	CIPP	(Context,	Input,	Process,	and	Product)	method.	The	method	
used	uses	a	qualitative	method	with	a	survey	design	and	in-depth	interviews.	Data	was	collected	
through	interviews	with	resource	persons	of	the	head	of	the	office,	secretary,	head	of	the	field,	
staff	of	the	empowerment	office	and	the	community.	The	results	of	data	analysis	show	that	the	
CIPP	evaluation	of	the	community	empowerment	program	through	appropriate	technology	in	
Malinau	Regency	shows	effectiveness	 in	 increasing	community	 independence	and	productivity	
despite	various	challenges.	The	input	evaluation	indicates	the	need	for	transparent	management	
of	funds	and	resources,	active	participation,	and	the	use	of	technology	that	is	appropriate	to	local	
conditions.	In	terms	of	process,	program	implementation	adhered	to	SOPs,	increased	community	
safety	and	satisfaction,	and	training	was	effective	 in	enhancing	skills.	The	product	evaluation	
showed	 that	 the	 program	 succeeded	 in	 increasing	 the	 capacity	 and	 independence	 of	 the	
institution	and	had	a	positive	impact	on	community	welfare.	Challenges	include	limited	access	to	
technology,	 resources,	 and	 lack	 of	 training	 and	 collaboration,	 but	 enabling	 factors	 such	 as	
government	support,	planning,	and	distribution	of	tools	remain	key	strengths	in	implementation.	

Keywords:	Evaluation,	Appropriate	Technology,	CIPP,	Empowerment	
	
ABSTRAK	

Tujuan	 dalam	 penelitian	 ini	 yaitu	 menganalisis	 dan	 mengidentifikasi	 program	
pemberdayaan	 masyarakat	 dalam	 peningkatan	 teknologi	 tepat	 guna	 pada	 Dinas	
Pemberdayaan	 Masyarakat	 dan	 Desa	 Kabupaten	 Malinau	 menggunakan	 metode	 CIPP	
(Context,	Input,	Process,	dan	Product).	Metode	yang	digunakan	menggunakan	metode	kualitatif	
dengan	 desain	 survei	 dan	 wawancara	 mendalam.	 Data	 dikumpulkan	 melalui	 wawancara	
dengan	 narasumber	 kepala	 dinas,	 sekretaris,	 kepala	 bidang,	 staf	 dinas	 pemberdayaan	 dan	
masyarakat.	 Hasil	 analisis	 data	 menunjukkan	 bahwa	 evaluasi	 CIPP	 pada	 program	
pemberdayaan	masyarakat	melalui	teknologi	tepat	guna	di	Kabupaten	Malinau	menunjukkan	
efektivitas	 dalam	 meningkatkan	 kemandirian	 dan	 produktivitas	 masyarakat	 meskipun	
terdapat	berbagai	tantangan.	Evaluasi	input	mengindikasikan	perlunya	pengelolaan	dana	dan	
sumber	 daya	 yang	 transparan,	 partisipasi	 aktif,	 serta	 penggunaan	 teknologi	 yang	 sesuai	
dengan	kondisi	 lokal.	Dari	 sisi	proses,	pelaksanaan	program	mematuhi	SOP,	meningkatkan	
rasa	 aman,	 dan	 kepuasan	 masyarakat,	 dengan	 pelatihan	 yang	 efektif	 dalam	 menambah	
keterampilan.	 Evaluasi	 produk	 memperlihatkan	 bahwa	 program	 berhasil	 meningkatkan	
kapasitas	 dan	 kemandirian	 lembaga	 serta	 membawa	 dampak	 positif	 pada	 kesejahteraan	
masyarakat.	Tantangan	yang	dihadapi	mencakup	keterbatasan	akses	teknologi,	sumber	daya,	
serta	 kurangnya	 pelatihan	 dan	 kolaborasi,	 namun	 faktor	 pendukung	 seperti	 dukungan	
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pemerintah,	 perencanaan,	 dan	 distribusi	 sarana	 tetap	 menjadi	 kekuatan	 utama	 dalam	
implementasi	program.	

Kata	Kunci:	Evaluasi,	Teknologi	Tepat	Guna,	CIPP,	Pemberdayaan	
	
PENDAHULUAN	

Otonomi	 daerah	 yang	 dilaksanakan	 melalui	 asas	 desentralisasi	 menuntut	
peran	serta	dan	pemberdayaan	masyarakat.	Prinsip	otonomi	daerah	menggunakan	
prinsip	 otonomi	 seluas-luasnya	 sehingga	 diharapkan	masing-masing	 daerah	 dapat	
meningkatkan	kemandirian	dan	pemberdayaan	ekonomi	rakyat	serta	dapat	memacu	
pengembangan	 daerah	 melalui	 pengembangan	 komoditi	 unggulan	 daerah	 dengan	
memanfaatkan	potensi	daerah	 tertuang	dalam	Undang-Undang	No.	23	 tahun	2014	
tentang	 Pemerintahan	 Daerah.	 Daerah	 memiliki	 kewenangan	 membuat	 kebijakan	
daerah	 untuk	 memberi	 pelayanan,	 peningkatan	 peran	 serta,	 prakarsa,	 dan	
pemberdayaan	masyarakat	yang	bertujuan	pada	peningkatan	kesejahteraan	rakyat.		

Pemerintah	 masih	 dihadapkan	 dengan	 permasalahan	 pemberdayaan	
masyarakat	desa	yang	begitu	kompleks.	Program	pemberdayaan	banyak	diarahkan	
kepada	 masyarakat	 desa	 atas	 pertimbangan	 kompleksitas	 permasalahan	 yang	
dihadapi.	Berbagai	upaya	dilakukan	oleh	pemerintah	maupun	lembaga	lainnya	untuk	
memajukan	 desa	 pun	 belum	 sepenuhnya	 representatif.	 Ketertinggalan	 di	 bidang	
pembangunan	 masih	 sangat	 dirasakan	 dan	 banyaknya	 permasalahan	 yang	 belum	
dapat	 diatasi	 seperti	 rendahnya	 pendidikan,	 kesehatan,	 pendapatan	 dan	 fasilitas	
infrastruktur	yang	ada	belum	dapat	mengubah	secara	signifikan	menurunkan	angka	
kemiskinan	 sehingga	 diperlukan	 adanya	 peningkatan	 pembangunan	 dan	
kemandirian	masyarakat	supaya	lebih	produktif	dan	efisien.	

Pemberdayaan	 masyarakat	 dalam	 pembangunan	 mengandung	 arti	 bahwa	
manusia	ditempatkan	pada	posisi	pelaku	dan	penerima	manfaat	dari	proses	mencari	
solusi	 dan	 meraih	 hasil	 pembangunan.	 Masyarakat	 harus	 mampu	 meningkatkan	
kualitas	kemandirian	mengatasi	masalah	yang	dihadapi.	Agenda	Riset	Nasional	(ARN)	
2010-2014	 mengemukakan	 bahwa	 untuk	 mewujudkan	 kemandirian	 dan	
kemampuan	 penguasaan	 teknologi	 itu	 perlu	 didukung	 oleh	 kemampuan	
mengembangkan	potensi	Sumber	Daya	Manusia	(SDM).		

Pemberdayaan	masyarakat	dengan	pemanfaatan	teknologi	merupakan	salah	
satu	pilihan	yang	tepat.	Teknologi	modern	dianggap	kurang	tepat	jika	dikembangkan	
di	 negara	 berkembang	 salah	 satunya	 Indonesia	 untuk	 itu	 diperlukan	 pengenalan	
teknologi	 yang	 telah	 dikembangkan	 secara	 tradisional	 atau	 yang	 dikenal	 dengan	
"Teknologi	Tepat	Guna"	atau	teknologi	sederhana	dan	proses	pengenalannya	banyak	
ditentukan	 oleh	 keadaan	 lingkungan	 dan	 mata	 pencaharian	 pokok	 masyarakat	
tertentu.		

Kebijakan	pemanfaatan	Teknologi	 Tepat	Guna	dalam	bentuk	 regulasi	 telah	
diatur	 dalam	 Peraturan	 Menteri	 Desa	 PDTT	 Nomor	 23	 Tahun	 2017	 tentang	
Pengembangan	 dan	 Penerapan	 Teknologi	 Tepat	 Guna	 Dalam	 Pengelolaan	 Sumber	
Daya	Alam	Desa.	Teknologi	Tepat	Guna	(TTG)	dilaksanakan	sesuai	dengan	prinsip	dan	
sasaran	yang	ada	dengan	mengacu	pada	peraturan	 terbaru	Peraturan	Menteri	dan	
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Desa	PDTT	Nomor	23	Tahun	2017	dan	Undang	–	Undang	No.	6	Tahun	2014	tentang	
Desa.		

Dalam	Peraturan	Menteri	Desa	PDTT	Nomor	23	Tahun	2017,	Teknologi	Tepat	
Guna	yang	selanjutnya	disebut	TTG	adalah	teknologi	yang	sesuai	dengan	kebutuhan	
masyarakat,	dapat	menjawab	permasalahan	masyarakat,	tidak	merusak	lingkungan,	
dapat	 dimanfaatkan	 dan	 dipelihara	 oleh	 masyarakat	 secara	 mudah,	 serta	
menghasilkan	 nilai	 tambah	 dari	 aspek	 ekonomi	 dan	 aspek	 lingkungan.	 Tujuan	
pemberdayaan	masyarakat	yang	menggunakan	"Teknologi	Tepat	Guna",	adalah	(a)	
mempercepat	 pemulihan	 ekonomi,	 meningkatkan	 dan	 mengembangkan	 kegiatan	
usaha	ekonomi	produktif	"masyarakat",	memperluas	lapangan	kerja,	lapangan	usaha,	
meningkatkan	 produktivitas	 dan	 mutu	 produksi,	 (b)	 menunjang	 pengembangan	
wilayah	 melalui	 peningkatan	 kualitas	 sumber	 daya	 manusia	 dan	 pemanfaatan	
sumber	daya	alam	secara	bertanggung	jawab	menuju	keunggulan	kompetitif	dalam	
persaingan	 lokal,	regional	dan	global,	 (c)	mendorong	tumbuhnya	 inovasi	di	bidang	
teknologi	(Nekky	et.al,	Jurnal	Ilmu	Ekonomi	&	Manajemen,	2015:	50).		

Permasalahan	 sejauh	 ini	masyarakat	masih	 awam	dengan	Teknologi	 Tepat	
Guna.	Tidak	semua	masyarakat	mengetahui	Teknologi	Tepat	Guna	karena	kurangnya	
sosialisasi	dari	Dinas	Pemberdayaan	Masyarakat	dan	Desa	kepada	perangkat	desa	
dan	perangkat	desa	kepada	masyarakat.	Sosialisasi	merupakan	langkah	awal	dalam	
pengimplementasian	 program.	 Respons	 informasi	 tergantung	 dari	 masing-masing	
individu.	Masyarakat	di	desa	memiliki	beragam	latar	belakang	pendidikan,	status	dan	
pekerjaan.	 Sosialisasi	 yang	 tidak	 tepat	menghambat	pengimplementasian	program	
pemberdayaan	 masyarakat.	 Instansi	 terkait	 juga	 belum	 menyediakan	 informasi	
melalui	website	maupun	pos-pos	pelayanan	yang	menangani	Teknologi	Tepat	Guna	
(Posyantek).		

Permasalahan	 selanjutnya	 belum	 adanya	 Peraturan	 Desa	 yang	 mengatur	
Program	Pemberdayaan	Masyarakat	khususnya	pemanfaatan	Teknologi	Tepat	Guna.	
Sejauh	ini	Peraturan	Desa	hanya	mengatur	anggaran	untuk	program	pemberdayaan	
masyarakat.	Peraturan	desa	seharusnya	bukan	hanya	mengatur	anggaran	dana	desa	
terhadap	program	pemberdayaan	masyarakat	melainkan	 juga	bagaimana	program	
ini	dapat	berjalan	dengan	baik	dan	sesuai	dengan	prosedur.	Peraturan	Desa	mengenai	
program	pemberdayaan	masyarakat	 ini	menunjukkan	 keseriusan	 dari	 pemerintah	
desa	dalam	membina	masyarakat	desa	guna	kesejahteraan	masyarakat.	

Itu	 tergantung	 pada	 keberadaan	 program	 yang	 merupakan	 tindakan	 atau	
tindakan	 yang	 dimaksudkan	 untuk	 mengeksekusi	 strategi	 dan	 dilakukan	 untuk	
jangka	waktu	yang	tidak	terbatas.	Pengaturan	bersifat	umum	dan	untuk	mengetahui	
strategi,	 berbagai	 jenis	 proyek	 telah	 siap.	 Semua	 proyek	 harus	 dinilai	 untuk	
memutuskan	apakah	administrasi	atau	syafaat	mereka	 telah	mencapai	 target	yang	
dinyatakan.	Penilaian	program	adalah	teknik	yang	disengaja	untuk	mengumpulkan,	
membedah,	 dan	memanfaatkan	data	 untuk	menjawab	pernyataan	penting	 tentang	
program.	 Penilaian	 program	 dapat	 dikelompokkan	 menjadi	 penilaian	 proses,	
penilaian	manfaat	 (penilaian	hasil)	dan	penilaian	efek	 (penilaian	umpan).	Evaluasi	
proses	 meneliti	 dan	 menilai	 apakah	 intervensi	 atau	 layanan	 program	 telah	
dilaksanakan	 seperti	 yang	 direncanakan;	 dan	 apakah	 target	 populasi	 yang	
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direncanakan	telah	dilayani.	Evaluasi	ini	juga	menilai	mengenai	strategi	pelaksanaan	
program.	 Evaluasi	 bermanfaat	 untuk	 meneliti,	 menilai,	 dan	 menentukan	 apakah	
program	telah	menghasilkan	perubahan	yang	diharapkan	(Wirawan,	2007).	

Model	CIPP	dipilih	untuk	penelitian	ini	karena	dikenal	luas	di	seluruh	dunia	
karena	 keandalan	 dan	 kepraktisannya	 (Esgaiar	 &	 Foster,	 2019).	 Dari	 beberapa	
evaluasi	model	 CIPP	 adalah	 evaluasi	 yang	 paling	 banyak	 diadopsi	 untuk	 program,	
institusi,	 dan	 kurikulum	 yang	 digunakan	 secara	 luas	 dan	 terkenal	 karena	
kemanjurannya,	 komprehensibilitas,	 dan	 reliabilitasnya,	 yang	 diadaptasi	 dalam	
penelitian	 saat	 ini.	 Beberapa	 hal	 yang	 dievaluasi	 dalam	 kurikulum	 adalah	Konten,	
input,	 Pelaksanaan	 dan	 produk	 pembelajaran.	 Untuk	 mengevaluasi	 kurikulum	
tersebut,	menggunakan	model	evaluasi	CIPP	(Contexs,	Input,	Process,	Product).	Model	
evaluasi	 CIPP	 merupakan	 model	 evaluasi	 yang	 lebih	 lengkap	 karena	 mencakup	
evaluasi	 formatif	 dan	 sumatif.	 Evaluasi	 konteks,	 input,	 proses,	 dan	 produk	 dapat	
dipraktikkan	dalam	rangka	pengambilan	keputusan	(peran	formatif)	dan	penyajian	
informasi	 mengenai	 akuntabilitas	 (peran	 sumatif).	 Konteks	 untuk	mengumpulkan	
dan	 menganalisis	 needs	 assessment	 data	 untuk	 menentukan	 tujuan,	 prioritas	 dan	
sasaran.	 Input	 untuk	 mendapatkan	 sumber	 daya	 dan	 langkah-langkah	 yang	
diperlukan	 untuk	 mencapai	 identifikasi	 program	 eksternal	 dan	 material	 dalam	
pengumpulan	 informasi	 terdapat	 pada	 dimensi.	 Proses	 untuk	 penyediaan	
pengambilan	 keputusan	 informasi	 tentang	 seberapa	 baik	 program	 diterapkan.	
Dengan	 terus	 menerus	 me-monitoring	 program,	 pengambilan	 keputusan	
mempelajari	seberapa	baik	pelaksanaan	telah	sesuai	petunjuk	dan	rencana,	konflik	
timbul,	 dukungan	 staf	 dan	 moral,	 kekuatan	 dan	 kelemahan	 material,	 dan	
permasalahan	 penganggaran.	 Produk	 untuk	 mengukur	 outcome	 dan	
membandingkannya	 pada	 hasil	 yang	 diharapkan,	 pengambilan	 keputusan	menjadi	
lebih	 mampu	 memutuskan	 jika	 program	 harus	 dilanjutkan,	 dimodifikasi,	 atau	
dihentikan	sama	sekali	(Syahrir	et	al.,	2021).	

Terdapat	 program	 TTG	 pada	 masyarakat	 Malinau	 yang	 telah	 berjalan	
pelaksanaannya	melalui	Dinas	Pemberdayaan	Masyarakat,	 namun	masih	 ada	 yang	
dalam	 pelaksanaannya	 belum	 maksimal.	 Hal	 ini	 ditemukan	 di	 beberapa	 bidang	
seperti,	 pertanian,	 peternakan,	 perikanan,	 serta	 kerajinan	 tangan.	 Dalam	 bidang-
bidang	 tersebut	 terdapat	 masalah	 umum	 yang	 dialami,	 yaitu	 TTG	 yang	 telah	
disediakan	 oleh	 Dinas	 Pemberdayaan	 Masyarakat	 belum	 bisa	 diadopsi	 secara	
maksimal	oleh	masyarakat	(Syarif,	2022).	Masalah	ini	timbul	karena	terdapat	faktor	
penghambat	yang	ditemukan	seperti	kurangnya	kreativitas	dan	inisiatif	masyarakat	
dalam	memanfaatkan	teknologi.	

Dalam	 penelitian	 ini	 penulis	 membatasi	 permasalahannya	 pada	 perihal	
kegiatan	evaluasi	program	pada	Dinas	Pemberdayaan	Masyarakat	dan	desa	dalam	
menganut	 suatu	 program	 untuk	 tercapainya	 ketersediaan	 inovasi	 teknologi	 tepat	
guna.	
	
METODE	PENELITIAN	

Penelitian	ini	menggunakan	jenis	penelitian	deskriptif	dengan	menggunakan	
pendekatan	 kualitatif.	 Penelitian	 deskriptif	 Menurut	 Arikunto	 (2010:234)	 adalah	
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suatu	penelitian	untuk	pengukuran	yang	cermat	terhadap	fenomena	sosial	tertentu	
dengan	tujuan	untuk	memperoleh	gambaran	yang	jelas	mengenai	Evaluasi	Program	
Teknologi	 Tepat	 Guna	 dalam	 Peningkatan	 Teknologi	 Tepat	 Guna	 pada	 Dinas	
Pemberdayaan	Masyarakat	dan	Desa	Kabupaten	Malinau.	
	
HASIL	DAN	PEMBAHASAN	

Evaluasi	 	 Program	 Pemberdayaan	Masyarakat	Melalui	 Penerapan	 Teknologi	
Tepat	Guna	di	Kabupaten	Malinau	

Implementasi	 kebijakan	 mengacu	 pada	 Tangkilisan	 (2003)	 yang	
menerangkan	 jika	 implementasi	 mengacu	 pada	 kegiatan	 yang	 bertujuan	 agar	
mencapai	 program,	 yang	 mana	 jabatan	 eksekutif	 mengatur	 bagaimana	
mempersiapkan,	 melaksanakan	 dan	 melaksanakan	 kebijakan	 yang	 dipilih.	 Agar	
Direktur	 Eksekutif	 mampu	 mengelola	 sumber	 daya,	 unit	 dan	 teknologi	 melalui	
lembaga	 yang	 dapat	 mendukung	 pelaksanaan	 program	 secara	 matang	 serta	
menjelaskan	 rencana	 yang	 ditetapkan	 dan	 arah	 yang	 ingin	 dicapai	 dapat	 dengan	
mudah	diikuti	program.	

A. Evaluasi	Context	
Evaluasi	konteks	bertujuan	untuk	memahami	latar	belakang	dan	lingkungan	

di	mana	program	atau	kebijakan	dilaksanakan.	Ini	mencakup	analisis	tujuan	program,	
kebutuhan	 masyarakat,	 serta	 faktor-faktor	 eksternal	 yang	 dapat	 mempengaruhi	
keberhasilan	program.	Evaluasi	konteks	membantu	dalam	menentukan	relevansi	dan	
kesesuaian	 program	 dengan	 kebutuhan	 masyarakat.	 Evaluasi	 konteks	 membantu	
dalam	mengidentifikasi	 kebutuhan	 dan	masalah	 yang	 ada	 di	masyarakat	 sebelum	
merancang	intervensi	(Stufflebeam,	2003).	

Menurut	instruksi	Presiden	Republik	Indonesia	Nomor	3	tahun	2021	tentang	
penerapan	dan	pengembangan	teknologi	tepat	guna,	dalam	mempercepat	pemulihan	
ekonomi	nasional,	mempercepat	kemajuan	desa	dan	menghadapi	persaingan	global	
dipandang	 perlu	 melakukan	 percepatan	 pembangunan	 perdesaan	 melalui	
pemberdayaan	masyarakat	di	berbagai	bidang	yang	didukung	oleh	penerapan	dan	
pengembangan	 teknologi	 tepat	 guna.	 Berdasarkan	 hasil	 wawancara,	 dengan	
pertanyaan	 mengenai	 masalah	 utama	 yang	 dihadapi	 oleh	 masyarakat	 yang	 dapat	
diatasi	 dengan	 penerapan	 teknologi	 tepat	 guna	 dalam	 program	 pemberdayaan	
masyarakat	 Kabupaten	 Malinau.	 Hal	 berikut	 diungkapkan	 Kepala	 Dinas	
Pemberdayaan	Masyarakat	dan	Desa	wilayah	Malinau:	

Dalam	pandangan	saya	sebagai	kepala	dinas,	beberapa	masalah	utama	yang	
dihadapi	oleh	masyarakat	yang	dapat	diatasi	dengan	penerapan	teknologi	tepat	guna	
dalam	program	pemberdayaan	masyarakat	mencakup:	

- Dalam	program	tepat	guna	yang	ada	akhirnya	masyarakat	 tidak	awam	 lagi	
dengan	teknologi	tepat	guna	yang	ada.	

- Penerapan	 teknologi	 tepat	 guna	 dapat	 membantu	 meningkatkan	 efisiensi	
usaha,	 memperluas	 akses	 pasar,	 dan	 mendukung	 pengembangan	 usaha	
mikro,	kecil,	dan	menengah	(UMKM)	dengan	menyediakan	alat	dan	teknologi	
yang	sesuai	untuk	meningkatkan	produktivitas	dan	kualitas	produk	mereka.	
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- Program	 pemberdayaan	 yang	 mengintegrasikan	 pelatihan	 teknologi	 tepat	
guna	 dapat	 meningkatkan	 kapasitas	 sumber	 daya	 manusia,	 sehingga	
masyarakat	lebih	siap	menghadapi	tantangan	ekonomi	dan	sosial.	

- Ada	 kalanya	 teknologi	 yang	 diterapkan	 tidak	 sesuai	 dengan	 kondisi	 lokal,	
yang	dapat	menghambat	efektivitas	program.	Oleh	karena	itu,	penting	untuk	
melakukan	analisis	kebutuhan	dan	kondisi	masyarakat	sebelum	penerapan	
teknologi,	 agar	 solusi	 yang	 diberikan	 benar-benar	 tepat	 guna	 dan	
berkelanjutan.	

- Dengan	teknologi	tepat	guna,	diharapkan	dapat	menciptakan	lapangan	kerja	
baru	 dan	 meningkatkan	 kesejahteraan	 masyarakat	 secara	 keseluruhan.	
Teknologi	 dapat	 digunakan	 untuk	 mendukung	 inovasi	 dan	 menciptakan	
peluang	ekonomi	yang	lebih	baik”	

Pendapat	 lain	 disampaikan	 oleh	 Kepala	 Bidang	 SDA	 dan	 TTG	 serta	 Bagian	
Keuangan	dengan		menyatakan	bahwa:		

“Banyak	 masyarakat	 yang	 memiliki	 penghasilan	 rendah	 dan	 mengalami	
kesulitan	ekonomi.	Hal	ini	menjelaskan	bahwa	teknologi	tepat	guna,	seperti	teknologi	
pertanian	 modern,	 dapat	 membantu	 meningkatkan	 hasil	 panen	 dan	 produktivitas.	
Masyarakat	 sering	 kali	 bergantung	 pada	 bantuan	 dari	 luar,	 baik	 dari	 pemerintah	
maupun	 lembaga	 non-pemerintah.	 Dengan	 teknologi	 tepat	 guna,	masyarakat	 dapat	
mengembangkan	solusi	sendiri	yang	lebih	sesuai	dengan	kondisi	lokal	mereka”.	

Pendapat	mengenai	 pemberdayaan	masyarakat	menurut	 Robert	 Chambers	
yang	 dikutip	 oleh	 Hendrawati	 Hamid	 merupakan	 sebuah	 konsep	 pembangunan	
ekonomi	 yang	 di	 dalamnya	 terdapat	 nila-	 nilai	 sosial.	 Konsep	 ini	 mencerminkan	
paradigma	 baru	 pembangunan,	 yakni	 bersifat	 people	 centered	 (berpusat	 pada	
manusia),	Participatory	(partisipatif),	empowering	(memberdayakan)	dan	sustainable	
(berkelanjutan).	Konsep	ini	lebih	luas	dari	hanya	semata-mata	memenuhi	kebutuhan	
dasar	atau	menyediakan	mekanisme	untuk	mencegah	proses	pemiskinan	lebih	lanjut	
(safety	net),	yang	pemikirannya	akhir-akhir	ini	lebih	banyak	dikembangkan	sebagai	
upaya	untuk	mencari	alternatif	terhadap	konsep	pertumbuhan	pada	masa	yang	lalu.	
Berdasarkan	 hasil	 wawancara	 dengan	 pertanyaan	 apa	 yang	 menjadi	 kebutuhan	
masyarakat	 sehingga	 perlu	 dilaksanakannya	 program	 pemberdayaan	 masyarakat	
dengan	penerapan	teknologi	tepat	guna	Kabupaten	Malinau.	Hal	berikut	diungkapkan	
Kepala	Dinas	Pemberdayaan	Masyarakat	dan	Desa	wilayah	Malinau:		

“Saya	 melihat	 bahwa	 kebutuhan	 masyarakat	 yang	 mendorong	 perlu	
dilaksanakan	program	pemberdayaan	masyarakat	dengan	penerapan	teknologi	tepat	
guna	sangatlah	kompleks.	Secara	garis	besar,	dapat	dilihat	bahwa:		

- Dalam	pengolahan	lahan	pertanian	masyarakat	masih	menggunakan	teknologi	
tradisional,	sehingga	dengan	penerapan	teknologi	tepat	guna	dapat	membantu	
masyarakat	 meningkatkan	 produktivitasnya,	 tenaga	 kerja	 dan	 waktu	 yang	
dibutuhkan	bisa	lebih	diminimalkan.	

- Teknologi	 tepat	 guna	 dapat	 dimanfaatkan	 untuk	 mengembangkan	 potensi	
lokal	 yang	 ada,	 seperti	 kerajinan	 tangan,	 pariwisata,	 pertanian,	 dan	
peternakan”.	
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Pernyataan	dari	Kepala	dinas	diperkuat	oleh	hasil	wawancara	dari	sekretaris,	
kepala	bidang	dan	staf	Dinas	Pemberdayaan	Masyarakat	dan	Desa:	

“Masyarakat	 perlu	 meningkatkan	 keterampilan	 teknologi	 untuk	 mengolah	
potensi	lokal	secara	efektif.	Program	pemberdayaan	yang	menerapkan	teknologi	tepat	
guna	 akan	 meningkatkan	 produktivitas	 dan	 efisiensi.	 Pelatihan	 berbasis	 teknologi	
dibutuhkan	untuk	meningkatkan	keterampilan	dalam	bidang	pertanian,	pengolahan	
data,	 dan	 pengelolaan	 usaha.	 Keterbatasan	 akses	 terhadap	 sumber	 daya	 menjadi	
tantangan,	 namun	 program	 yang	 mengintegrasikan	 teknologi	 dapat	 membantu	
masyarakat	mengakses	informasi,	modal,	dan	pasar,	serta	menggunakan	aplikasi	untuk	
memasarkan	produk	lokal	dan	alat	pertanian	yang	efisien”.	

Menurut	Robert	Eyestone	(dalam	Winarno,	2012:20),	kebijakan	publik	dapat	
diartikan	 “secara	 luas”	 sebagai	 “hubungan	 suatu	 unit	 pemerintah	 dengan	
lingkungannya.	Konsep	yang	disajikan	oleh	Eyestone	mengandung	pengertian	yang	
sangat	 luas	 dan	 kurang	 pasti	 karena	 apa	 yang	 dimaksud	 dengan	 kebijakan	 publik	
dapat	mencakup	banyak	hal.	Menurut	Thomas	R.	Dye	1967	dalam	Awan	(2016:18)	
kebijakan	publik	suatu	pilihan	yang	mau	dilakukan	atau	tidak	oleh	pemerintah	untuk	
mengatur	 konflik	 atau	 kebijakan	 publik	 disebut	 serangkaian	 tindakan	 yang	
dilaksanakan	 atau	 tidak	 dilaksanakan	 yang	mempunyai	 tujuan	 untuk	 kepentingan	
masyarakat.	 Berdasarkan	 hasil	 wawancara	 dengan	 Kepala	 Dinas	 Pemberdayaan	
Masyarakat	dan	Desa	wilayah	Malinau	mengenai	tujuan	dan	kebijakan	program	ini	
sesuai	dengan	kebutuhan	dan	potensi	masyarakat	menyatakan	bahwa:	

“Tujuan	dan	kebijakan	program	pemberdayaan	masyarakat	harusnya	selaras	
dengan	 kebutuhan	 dan	 potensi	 masyarakat	 agar	 dapat	 memberikan	 dampak	 yang	
signifikan.	Memang	sering	kali	kami	temukan	beberapa	kebijakan	yang	belum	sesuai	
dengan	kebutuhan	Masyarakat	yang	akhirnya	harus	kami	evaluasi	sebagai	bidang	yang	
menentukan	 program	 Masyarakat	 itu.	 Selanjutnya	 tujuan	 dan	 kebijakan	 beberapa	
program	ini	sesuai	dengan	kebutuhan	dan	potensi	Masyarakat	karena	kami	melakukan	
analisis	 kebutuhan	 Masyarakat,	 melihat	 potensi	 yang	 dimiliki	 Masyarakat	 lokal,	
keterlibatan	Masyarakat	 itu	 sendiri,	 fokus	 pada	 kebutuhan	 dasar	Masyarakat	 serta	
evaluasi	terhadap	program	itu	sendiri.”	

Pernyataan	 lain	 terkait	 tujuan	 kebijakan	 program	 disampaikan	 oleh	
sekretaris,	 Kepala	 Bidang	 SDA	 dan	 TTG	 serta	 Bagian	 Keuangan	 dan	 Staf	 untuk	
memperkuat	hasil	wawancara	kepala	dinas:	

“Tujuan	dan	kebijakan	program	telah	dievaluasi	dan	sesuai	dengan	kebutuhan	
serta	potensi	masyarakat.	Melibatkan	masyarakat	dalam	 setiap	 tahap	program	dan	
memanfaatkan	 potensi	 lokal	 sangat	 penting	 untuk	 keberhasilan	 program.	 Evaluasi	
berkelanjutan	diperlukan	untuk	menjaga	relevansi	dengan	perubahan	kebutuhan	dan	
kondisi	 masyarakat.	 Program	 pemberdayaan	 dirancang	 sesuai	 dengan	 kebutuhan	
nyata	dan	potensi	masyarakat,	dengan	fokus	pada	aspek	ekonomi,	 infrastruktur,	dan	
inovasi	 untuk	 meningkatkan	 kualitas	 hidup	 masyarakat.	 Analisis	 kebutuhan	 yang	
mendalam	 dan	 keterlibatan	 masyarakat	 dalam	 perencanaan	 serta	 pelaksanaan	
program	sangat	penting.	Keterlibatan	masyarakat	membuat	mereka	merasa	memiliki	
dan	lebih	termotivasi	untuk	berpartisipasi.	Program	yang	sesuai	dengan	kebutuhan	dan	
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potensi	 masyarakat,	 dengan	 analisis	 yang	 tepat	 dan	 kebijakan	 yang	 mendukung	
keberlanjutan,	dapat	memberikan	manfaat	signifikan.	Tantangan	harus	diatasi	untuk	
memastikan	keberlanjutan	program”.	

Program	pemberdayaan	masyarakat	dan	desa	di	kabupaten	Malinau	memiliki	
manfaat	 berdasarkan	 hasil	 wawancara	 dengan	 kepala	 dinas	 yang	 menyampaikan	
bahwa:	

“Program	 pemberdayaan	 masyarakat	 sering	 kali	 melibatkan	 pelatihan	
keterampilan,	 penerapan	 teknologi	 tepat	 guna,	 akses	 ke	 modal,	 dan	 pembentukan	
usaha	kecil.	 Ini	membantu	 individu	dan	kelompok	dalam	meningkatkan	kemampuan	
ekonomi	mereka.	Dengan	keterampilan	baru	dan	akses	ke	sumber	daya,	masyarakat	
dapat	 meningkatkan	 produktivitas,	 mengembangkan	 usaha	 sendiri,	 menciptakan	
lapangan	 kerja,	 dan	 meningkatkan	 pendapatan	 mereka.	 Selanjutnya,	 penerapan	
teknologi	 tepat	 guna	 akan	 meningkatkan	 efisiensi	 dan	 efektivitas	 program	 serta	
memberdayakan	masyarakat	untuk	menjadi	lebih	mandiri	dan	berdaya	saing.	Sebagai	
staf	 pelaksana,	 kami	 memfasilitasi	 program	 pelatihan	 dan	 bimbingan	 usaha	 yang	
langsung	berdampak	pada	perbaikan	kondisi	ekonomi	lokal”.	

Teknologi	 tepat	 guna	 adalah	 teknologi	 yang	 sesuai	 dengan	 kebutuhan	
masyarakat,	dapat	menjawab	permasalahan	masyarakat,	tidak	merusak	lingkungan,	
dan	dapat	diterapkan	dengan	mudah	(Impres	No.	3	Tahun	2001).		Sumber	daya	yang	
tersedia	harus	memadai	secara	kuantitas	dan	kualitas	untuk	menjalankan	program	
pemberdayaan	 masyarakat	 melalui	 penerapan	 teknologi	 tepat	 guna.	 Dalam	 hasil	
wawancara	dengan	kepala	dinas	beliau	menyatakan	bahwa:	

“Dalam	 pandangan	 saya	 sebagai	 kepala	 dinas	 pemberdayaan	 Masyarakat,	
penilaian	 terhadap	 sumber	 daya	 yang	 tersedia,	 baik	 dari	 segi	 kuantitas	 maupun	
kualitas,	 sangat	 penting	 dalam	 pelaksanaan	 program	 pemberdayaan	 masyarakat	
melalui	penerapan	teknologi	tepat	guna.	Saya	temukan	bahwa	sumber	daya	manusia	
sudah	cukup	untuk	program	pemberdayaan	Masyarakat	Namun,	sering	kali	terdapat	
kekurangan	 dalam	 pelatihan	 dan	 pendidikan	 yang	memadai	 untuk	mempersiapkan	
masyarakat	dalam	menggunakan	teknologi	baru.	Kemudian	secara	sumber	daya	alam	
Misalnya,	 teknologi	pertanian	modern	dapat	meningkatkan	hasil	panen	dan	efisiensi	
penggunaan	sumber	daya	alam.	Namun,	jika	SDA	terbatas	atau	tidak	dikelola	dengan	
baik,	maka	program	pemberdayaan	tidak	akan	berjalan	dengan	optimal.	Selanjutnya	
Kebijakan	 pemerintah	 yang	 mendukung	 pemberdayaan	 masyarakat	 sangat	
berpengaruh	terhadap	ketersediaan	sumber	daya.	Program-program	yang	terintegrasi	
dan	melibatkan	berbagai	sektor	dapat	meningkatkan	efektivitas	penggunaan	sumber	
daya	yang	ada.	Misalnya,	kolaborasi	antara	dinas	terkait	dalam	pelaksanaan	program	
dapat	memperkuat	dukungan	dan	sumber	daya	yang	tersedia.”	

Dalam	 pemahaman	 masyarakat	 tentang	 evaluasi	 context	 pada	 program	
pemberdayaan	masyarakat	yang	menyatakan:	

“Program	 pemberdayaan	 masyarakat	 melalui	 teknologi	 tepat	 guna	 di	
Kabupaten	 Malinau	 efektif	 dalam	 meningkatkan	 kemandirian	 dan	 produktivitas.	
Meskipun	 tantangan	 tetap	ada,	 terutama	dalam	hal	pengetahuan	dan	 sumber	daya,	
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pelatihan	dan	dukungan	berkelanjutan	dapat	membantu	mengatasi	hambatan	ini	dan	
memaksimalkan	manfaat	program”.	

	Dari	pemaparan	di	atas	mengenai	evaluasi	context	program	pemberdayaan	
masyarakat	 melalui	 teknologi	 tepat	 guna	 di	 Kabupaten	 Malinau	 menunjukkan	
program	 pemberdayaan	 masyarakat	 melalui	 teknologi	 tepat	 guna	 di	 Kabupaten	
Malinau	 efektif	 dalam	 meningkatkan	 kemandirian	 dan	 produktivitas.	 Meskipun	
tantangan	 tetap	 ada,	 pelatihan	 dan	 dukungan	 berkelanjutan	 dapat	 membantu	
mengatasi	hambatan	ini	dan	memaksimalkan	manfaat	program.	

B. Evaluasi	Input	
Evaluasi	 masukan	 berfokus	 pada	 sumber	 daya	 yang	 tersedia	 untuk	

mendukung	pelaksanaan	program.	Ini	mencakup	analisis	terhadap	anggaran,	sumber	
daya	manusia,	dan	infrastruktur	yang	diperlukan.	Evaluasi	masukan	bertujuan	untuk	
memastikan	bahwa	semua	elemen	yang	diperlukan	untuk	mencapai	tujuan	program	
telah	disiapkan	dengan	baik.	

Pertanyaan	 dari	 kepala	 dinas	mengenai	 sumber	 daya	 yang	 tersedia	 cukup	
secara	 kuantitas	 dan	 kualitas	 dalam	 pelaksanaan	 program	 pemberdayaan	
masyarakat	melalui	penerapan	teknologi	tepat	guna	diperkuat	dari	hasil	wawancara	
dengan	sekretaris	yang	menyatakan:	

“Kami	 kaya	 akan	 sumber	 daya	 alam,	 seperti	 tanah	 subur	 untuk	 pertanian.	
Namun,	akses	terhadap	teknologi	dan	infrastruktur	yang	memadai	sering	kali	terbatas,	
sehingga	 potensi	 ini	 belum	 sepenuhnya	 dimanfaatkan.	 Kadang	 ketersediaan	 akses	
infrastruktur	tidak	cukup	untuk	pelaksanaan	suatu	program.	Secara	SDM	sudah	cukup	
karena	kami	mampu	melihat	Teknologi	yang	diterapkan	harus	sesuai	dengan	kondisi	
lokal	dan	mudah	dipahami	oleh	masyarakat.	Kualitas	partisipasi	masyarakat	dalam	
program	 juga	 berpengaruh.	 Jika	 masyarakat	 merasa	 memiliki	 program	 tersebut,	
mereka	akan	lebih	termotivasi	untuk	berkontribusi	dalam	pelaksanaannya”.	

“Satu	diantara	rentetan	program	pemberdayaan	itu	adalah	Pemberian	Alokasi	
Dana	 Desa	 (ADD)	 yang	 merupakan	 wujud	 dari	 pemenuhan	 hak	 desa	 untuk	
menyelenggarakan	 otonomi	 desa	 agar	 tumbuh	 dan	 berkembang	 mengikuti	
pertumbuhan	dari	desa	itu	sendiri	berdasarkan	keanekaragaman,	partisipatif,	otonomi	
asli,	demokratisasi	dan	pemberdayaan	masyarakat	(Femmy,	2020).		

Berdasarkan	 hasil	 wawancara	 dengan	 kepala	 dinas	 tentang	 alokasi	 dan	
pengelolaan	dana/anggaran	untuk	pelaksanaan	program	pemberdayaan	masyarakat	
yang	menyatakan	bahwa:	

“Untuk	 alokasi	 dan	 pengelolaan	 dana/anggaran	 program	 pemberdayaan	
sendiri	membutuhkan:	

- Perencanaan	 yang	 matang	 seperti	 melakukan	 kajian	 mendalam	 terhadap	
kebutuhan	masyarakat	di	setiap	daerah	untuk	menentukan	prioritas	program.		

- Transparansi	yaitu	masyarakat	harus	memiliki	akses	yang	memadai	terhadap	
segala	 informasi	 dan	 proses	 pengambilan	 keputusan,	 sehingga	 pengelolaan	
kegiatan	 dapat	 dilaksanakan	 secara	 terbuka	 dan	 dipertanggung-gugatkan,	
baik	secara	moral,	teknis,	legalitas	maupun	administratif	
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- Partisipasi	 aktif	 dari	 berbagai	 pihak	 seperti	 Lembaga	 swadaya	 masyarakat	
(LSM)	untuk	meningkatkan	kapasitas	masyarakat.	

- Program	 ini	 sendiri	 didukung	dengan	pembiayaan	 yang	berasal	 dari	 alokasi	
Anggaran	 Pendapatan	 dan	 Belanja	 Negara	 (APBN)	 dan	 alokasi	 Anggaran	
Pendapat	dan	Belanja	Daerah	(APBD)”.	

Pertanyaan	dari	kepala	dinas	mengenai	bagaimana	alokasi	dan	pengelolaan	
dana/anggaran	 untuk	 pelaksanaan	 program	 pemberdayaan	masyarakat	 diperkuat	
dari	hasil	wawancara	dengan	sekretaris,	kepala	bidang	dan	staff	yang	menyatakan:	

“Sumber	 Dana	 dan	 Pengelolaan:	 Dana	 program	 berasal	 dari	 anggaran	
pemerintah	 daerah	 yang	 harus	 dikelola	 dengan	 transparan	 untuk	 membangun	
kepercayaan	 masyarakat.	 Transparansi	 dalam	 pengelolaan	 dana	 penting	 untuk	
memastikan	penggunaannya	sesuai	dengan	tujuan	yang	telah	ditetapkan.	

Proses	 Perencanaan	 dan	 Alokasi	 Dana:	 Masyarakat	 harus	 dilibatkan	 dalam	
proses	perencanaan	anggaran	untuk	memastikan	program	sesuai	dengan	kebutuhan	
dan	harapan	mereka.	Dana	dialokasikan	 berdasarkan	prioritas	 program	 yang	 telah	
ditetapkan	 dan	 mencakup	 berbagai	 komponen	 seperti	 pelatihan,	 pengadaan,	 biaya	
operasional,	serta	monitoring	dan	evaluasi.	

Pelaksanaan	 dan	 Pembagian	 Anggaran:	 Setelah	mengidentifikasi	 kebutuhan	
masyarakat,	proposal	program	disusun	mencakup	tujuan,	kegiatan,	dan	anggaran	yang	
diperlukan.	Setelah	disetujui,	dana	dibagi	ke	berbagai	pos	seperti	pelatihan,	peralatan,	
dan	penyuluhan	untuk	memastikan	pelaksanaan	program	berjalan	dengan	baik”	

Dalam	evaluasi	input	program	pemberdayaan	masyarakat	melalui	teknologi	
tepat	guna	menunjukkan	bahwa:	

“Pemanfaatan	 sumber	 daya	 yang	 sebelumnya	 kurang	 optimal,	 seperti	 lahan	
kosong,	 kini	 digunakan	 secara	 efektif	 untuk	 perkebunan	 dan	 pengolahan	 hasil	
pertanian	 menjadi	 produk	 bernilai	 tinggi.	 Materi	 pelatihan	 yang	 diberikan	 mudah	
dipahami	dan	menarik,	serta	memungkinkan	peserta	untuk	langsung	mempraktikkan	
teknologi	yang	diajarkan,	mendukung	pemahaman	dan	aplikasi	yang	efektif.	Selain	itu,	
sarana	 dan	 prasarana	 yang	 disediakan	 sangat	 mendukung	 program,	 mendorong	
partisipasi	 aktif	 masyarakat	 dan	 memastikan	 keterlibatan	 yang	 efektif	 dalam	
pembangunan”.	

Secara	 keseluruhan	 evaluasi	 input	 pada	 implementasi	 program	 melalui	
teknologi	 tepat	 guna	 menunjukkan	 bahwa	 alokasi	 dan	 pengelolaan	 dana	 untuk	
program	 pemberdayaan	 masyarakat	 melalui	 teknologi	 tepat	 guna	 menekankan	
bahwa	sumber	daya	alam,	seperti	tanah	subur,	memadai	namun	akses	ke	teknologi	
dan	infrastruktur	sering	terbatas,	menghambat	pemanfaatan	penuh	potensi	tersebut.	
Sumber	 daya	 manusia	 dianggap	 cukup,	 dengan	 teknologi	 yang	 diterapkan	 harus	
sesuai	 dengan	 kondisi	 lokal	 dan	 mudah	 dipahami	 oleh	 masyarakat.	 Alokasi	 dana	
memerlukan	perencanaan	matang,	transparansi,	dan	partisipasi	aktif	dari	berbagai	
pihak,	 dengan	 dana	 berasal	 dari	 APBN	 dan	 APBD.	 Evaluasi	 menunjukkan	 bahwa	
pemanfaatan	sumber	daya	kini	lebih	optimal,	materi	pelatihan	efektif	dan	menarik,	
serta	sarana	dan	prasarana	yang	mendukung	program	berkontribusi	pada	partisipasi	
aktif	masyarakat	dan	pelaksanaan	yang	efektif.	
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C. Evaluasi	Process	
Evaluasi	 proses	 menilai	 bagaimana	 program	 dilaksanakan.	 Ini	 melibatkan	

pemantauan	kegiatan	sehari-hari	dan	interaksi	antara	berbagai	pihak	yang	terlibat	
dalam	pelaksanaan	program.	Tujuan	dari	evaluasi	proses	adalah	untuk	memberikan	
umpan	 balik	 yang	 konstruktif,	 sehingga	 jika	 ada	 masalah	 atau	 hambatan	 muncul	
selama	 pelaksanaan,	 dapat	 segera	 diidentifikasi	 dan	 diatasi.	 Proses	 evaluasi	
memberikan	wawasan	penting	 tentang	bagaimana	program	dijalankan	dan	 faktor-
faktor	apa	saja	yang	mempengaruhi	keberhasilannya	(Fitzpatrick	et	al.,	2011).	

Pendampingan	 	 	 	dirasakan	 	 	 	efektif	 	 	 	karena	 	 	 	relasi	pendamping	dengan	
masyarakat	sangat	dekat,	durasi	waktu	pendampingan	relatif	lama,			materi			pelatihan			
berorientasi			pada			kebutuhan			masyarakat			dan			tingkat	partisipasi			masyarakat			
di	 	 	 dalam	 	 	 pendampingan	 	 	 tinggi,	 	 	 materi	 	 	 dan	 	 	 target	 pemberdayaan	 	 lebih		
terencana.		Dengan		demikian,		pendekatan		pemberdayaan	masyarakat		desa		yakni		
pendekatan	 	pendampingan,	 	akan	 	mampu		meningkatkan	kapasitas	 	 	masyarakat,			
peran	 	 	 masyarakat	 	 	 secara	 	 	 optimal	 	 	 dalam	 	 	 membangun	 kemandirian	 dan	
percepatan	mencapai	tujuan	pengembangan	desa	(Wayan	2020).	Berdasarkan	hasil	
wawancara	 dengan	 Kepala	 Dinas	 Pemberdayaan	 Masyarakat	 dan	 Desa	 wilayah	
Malinau	 mengenai	 ketersediaan	 materi	 dan	 pendampingan	 pelatihan	 bagi	
pemberdayaan	 masyarakat	 dalam	 penerapan	 teknologi	 tepat	 guna	 menyatakan	
bahwa:	

“Sebelum	 suatu	 program	 dilaksanakan	 maka	 dibutuhkan	 pendampingan.	
Secara	 teori	 kami	 menyediakan	 materi	 dan	 pendampingan	 bagi	 pemberdayaan	
masyarakat	dalam	penerapan	teknologi	tepat	guna.	Hal	ini	kami	atur	dalam	rapat	dan	
evaluasi	 di	 dinas	 pemberdayaan	 Masyarakat.	 Program	 pemberdayaan	 masyarakat	
melalui	 penerapan	 teknologi	 tepat	 guna	 menyediakan	 kami	 mengatur	 materi	 dan	
pendampingan	 pelatihan	 yang	 sesuai	 dengan	 kebutuhan	 masyarakat.	 Dengan	
dukungan	yang	tepat,	diharapkan	masyarakat	dapat	memanfaatkan	teknologi	secara	
efektif	untuk	meningkatkan	kualitas	hidup	dan	kemandirian	ekonomi	mereka”.	

Pertanyaan	 dari	 kepala	 dinas	 ketersediaan	 materi	 dan	 pendampingan	
pelatihan	 bagi	 pemberdayaan	 masyarakat	 dalam	 penerapan	 teknologi	 tepat	 guna	
diperkuat	oleh	sekretaris	dan	kepala	bidang	yang	menyatakan	bahwa:		

“Dalam	 program	 pemberdayaan	 masyarakat	 melalui	 penerapan	 teknologi	
tepat	 guna,	materi	 dan	 pendampingan	 pelatihan	 sangat	 penting	 untuk	memastikan	
keberhasilan	 implementasi.	Kami	menyediakan	materi	 dan	pendampingan	pelatihan	
yang	 cukup	memadai,	 dengan	 kualitas	materi	 dan	metode	 penyampaian	 yang	 baik,	
serta	pendampingan	praktis	selama	pelatihan.	Hal	ini	berkontribusi	pada	keberhasilan	
program	dan	peningkatan	kapasitas	masyarakat.	Dengan	adanya	materi	pelatihan	dan	
pendampingan,	masyarakat	tidak	hanya	mendapatkan	pengetahuan	dan	keterampilan	
yang	 diperlukan,	 tetapi	 juga	 dukungan	 yang	 berkelanjutan	 untuk	 menerapkan	
teknologi	tersebut	secara	efektif	dan	berkelanjutan”.	

Pada	dasarnya	pemberdayaan	merupakan	sebuah	proses	pemberian	motivasi	
dan	 keterampilan	 yang	 dibutuhkan	 oleh	masyarakat	 dalam	mengambil	 keputusan	
yang	berlandaskan	sumber	daya	pribadi,	melalui	sebuah	partisipasi,	demokratisasi,	
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pembelajaran	 dan	 pengalaman	 sosial	 serta	 memiliki	 tujuan	 berupa	 upaya	 untuk	
meningkatkan	 harkat	 dan	 martabat	 masyarakat	 yang	 tidak	 mampu	 untuk	
melepaskan	diri	dari	lingkaran	kemiskinan	dan	keterbelakangan	(Mulyawan,	2016).	
Berdasarkan	 hasil	 wawancara	 dengan	 kepala	 dinas	 tentang	 pelaksanaan	 program	
pemberdayaan	 dan	metode	 pemberdayaan	 dalam	penerapan	 teknologi	 tepat	 guna	
yang	menunjukkan	bahwa:	

“Dalam	 pandangan	 saya	 sebagai	 kepala	 dinas	 pemberdayaan	 masyarakat,	
pelaksanaan	program	pemberdayaan	dan	metode	pemberdayaan	melalui	penerapan	
teknologi	 tepat	 guna	 sepertinya	 pelaksanaan	 program	 pemberdayaan	 masyarakat	
harus	dimulai	dengan	perencanaan	yang	melibatkan	masyarakat.	Dalam	pelaksanaan	
Program	 pemberdayaan	 dilaksanakan	 melalui	 berbagai	 kegiatan,	 seperti	 pelatihan	
keterampilan,	 penyediaan	modal	 usaha,	 dan	 pengembangan	 usaha	mikro.	Misalnya,	
dalam	konteks	teknologi	tepat	guna,	program	dapat	mencakup	pelatihan	penggunaan	
alat	 pertanian	 modern,	 seperti	 hand	 tractor,	 yang	 dapat	 meningkatkan	 efisiensi	
pertanian	 Masyarakat.	 Penting	 untuk	 melakukan	 pemantauan	 dan	 evaluasi	 secara	
berkala	 terhadap	 pelaksanaan	 program.	 Ini	 bertujuan	 untuk	 menilai	 efektivitas	
program	dan	melakukan	penyesuaian	jika	diperlukan.	Keterlibatan	masyarakat	dalam	
proses	evaluasi	juga	sangat	penting	untuk	mendapatkan	umpan	balik.	Adapun	metode	
bisa	ditemukan	bahwa	kami	melakukan	pendekatan	berbasis	potensi	apa	yang	dimiliki	
masyarakat	lokal,	Pendidikan	dan	pelatihan	kami	lakukan	bagi	masyarakat,	kerja	sama	
dengan	 berbagai	 pihak,	 termasuk	 pemerintah,	 lembaga	 swadaya	 masyarakat,	 dan	
sektor	 swasta,	 dapat	 memperkuat	 pelaksanaan	 program	 serta	 memanfaatkan	
teknologi	 informasi	 untuk	meningkatkan	 akses	 informasi	 dan	 komunikasi	 di	 antara	
Masyarakat”.	

Pernyataan	 kepala	 dinas	 tentang	 pelaksanaan	 dan	 metode	 pemberdayaan	
disampaikan	 juga	 pernyataan	 oleh	 sekretaris,	 kepala	 bidang	 dan	 staf	 yang	
menyatakan:	

“Pelaksanaan	 program	 pemberdayaan	 masyarakat	 di	 Kabupaten	 Malinau	
melalui	penerapan	teknologi	tepat	guna	dilakukan	secara	terencana	dan	melibatkan	
masyarakat,	 baik	 secara	 aktif	 maupun	 pasif.	 Metode	 yang	 digunakan	 meliputi	
pemberdayaan	ekonomi,	pendidikan	dan	pelatihan,	serta	penggunaan	teknologi	tepat	
guna,	dengan	tujuan	meningkatkan	kualitas	hidup	dan	kemandirian	masyarakat.	

Langkah-langkah	yang	diambil	meliputi:	
- Mengadakan	 survei	 dan	 diskusi	 untuk	 memahami	 kebutuhan	 dan	 masalah	

masyarakat.	
- Memilih	teknologi	tepat	guna	yang	sesuai	dengan	kebutuhan	dan	kondisi	lokal.	
- Mengembangkan	 materi	 pelatihan	 dengan	 panduan	 praktis,	 langkah	

implementasi,	dan	studi	kasus.	
- Melibatkan	masyarakat	dalam	setiap	tahap	program,	mulai	dari	perencanaan	

hingga	evaluasi.	
- Mengumpulkan	 umpan	 balik	 dari	 peserta	 untuk	 memahami	 dampak	 dan	

kebutuhan	tambahan.	
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Program	 ini	menunjukkan	potensi	 besar	dalam	meningkatkan	kesejahteraan	
masyarakat.	 Namun,	 keberhasilannya	 sangat	 bergantung	 pada	 perencanaan	 yang	
melibatkan	 masyarakat,	 pendampingan	 berkelanjutan,	 dan	 relevansi	 metode	
pemberdayaan	dengan	kebutuhan	lokal.	Dengan	pendekatan	yang	tepat,	program	ini	
dapat	 memberikan	 manfaat	 signifikan	 dan	 berkelanjutan	 bagi	 masyarakat	
pedalaman”.	 	

Partisipasi	 dalam	 implementasinya	 (Participation	 inimplementation)	
merupakan	 partisipasi	 atau	 keikutsertaan	masyarakat	 dalam	 kegiatan	 operasional	
pembangunan	berdasarkan	program	yang	telah	ditetapkan.	Maknanya	adalah	pada	
suatu	 kegiatan	 pemberdayaan	masyarakat	 yang	 operasionalnya	 dilaksanakan	 oleh	
masyarakat	yang	telah	ikut	serta	dan	aktif	serta	sadar	dalam	menjalankan	program	
pemberdayaan	 masyarakat.	 Masyarakat	 didorong	 mampu	 menjalankan	 apa	 yang	
telah	 diputuskan	 bersama	 dengan	 penyelenggara	 program	 pemberdayaan	
masyarakat	(Cohen,	1977).	Hasil	wawancara	dengan	kepala	dinas	tentang	partisipasi	
dan	keterlibatan	masyarakat	dalam	mengikuti	program	pemberdayaan	masyarakat	
yang	menyatakan	bahwa:	

“Sebagai	Kepala	Dinas	Pemberdayaan	Masyarakat,	saya	melihat	bahwa	tingkat	
partisipasi	 dan	 keterlibatan	 masyarakat	 dalam	 mengikuti	 program	 pemberdayaan	
masyarakat	sangatlah	beragam	:	

- Partisipasi	 aktif:	 Masyarakat	 terlibat	 secara	 langsung	 dalam	 perencanaan,	
pelaksanaan,	dan	evaluasi	program.	

- Partisipasi	 pasif:	Masyarakat	 hanya	menerima	manfaat	 dari	 program	 tanpa	
terlibat	secara	aktif”.	

“Terkait	 partisipasi	 dan	 keterlibatan	 masyarakat	 dalam	 program	
pemberdayaan	 masyarakat	 sekretaris,	 kepala	 bidang	 dan	 staf	 menyampaikan	
pernyataan	bahwa:		

Program	pemberdayaan	masyarakat	di	Kabupaten	Malinau	melalui	teknologi	
tepat	 guna	 melibatkan	 partisipasi	 aktif	 dan	 pasif	 dari	 masyarakat.	 Sebagian	
masyarakat	berpartisipasi	aktif	mulai	dari	perencanaan	hingga	pelaksanaan	program,	
sementara	yang	 lain	hanya	menerima	manfaatnya.	Meskipun	ada	yang	pasif,	 secara	
keseluruhan	masyarakat	cukup	antusias	dan	aktif	dalam	mengikuti	program	ini.	

Pelatihan	dan	pendampingan	dalam	program	ini	dinilai	efektif	karena:	
- Peningkatan	 pengetahuan,	 keterampilan,	 dan	 produktivitas	 di	 kalangan	

peserta.	
- Meningkatnya	pendapatan	dan	kemandirian	ekonomi	masyarakat.	
- Perbaikan	kondisi	kesehatan	dan	akses	terhadap	layanan	dasar.	
- Tingginya	tingkat	partisipasi	dan	keterlibatan	masyarakat,	dengan	komunitas	

belajar	yang	aktif.	
- Kemampuan	masyarakat	untuk	mengadaptasi	teknologi	dan	mengembangkan	

solusi	inovatif	sesuai	kebutuhan	lokal”.	

Dalam	 hal	 evaluasi	 proses	 program	 tepat	 guna	 masyarakat	 menunjukkan	
bahwa	pelaksanaan	program	pemberdayaan	masyarakat	sudah	sesuai	dengan	SOP,	
memuaskan	 masyarakat	 dengan	 memberikan	 rasa	 aman	 dan	 kepercayaan.	
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Masyarakat	antusias	berpartisipasi	penuh	dan	menemukan	pelatihan	sangat	efektif	
dalam	 meningkatkan	 pengetahuan	 dan	 keterampilan	 mereka.	 Namun,	 beberapa	
kendala	 seperti	 kurangnya	 keterampilan	 dan	 keterlambatan	 dalam	 menguasai	
teknologi	 tepat	 guna	 masih	 ada.	 Untuk	 mengatasi	 kendala	 ini,	 pemerintah	 telah	
mengambil	langkah-langkah	seperti	pendidikan	dan	pelatihan,	kampanye	kesadaran,	
serta	pemberian	bantuan	sosial.	

Secara	 keseluruhan	 evaluasi	 proses	 pada	 implementasi	 program	 teknologi	
tepat	guna	di	Kabupaten	Malinau	menjelaskan	Pelaksanaan	program	pemberdayaan	
masyarakat	 melalui	 teknologi	 tepat	 guna	 di	 Kabupaten	 Malinau	 melibatkan	
perencanaan	 yang	 melibatkan	 masyarakat	 dan	 dilaksanakan	 melalui	 pelatihan	
keterampilan,	 penyediaan	 modal	 usaha,	 dan	 pengembangan	 usaha	 mikro.	 Hal	
menekankan	 pentingnya	 pemantauan	 dan	 evaluasi	 berkala	 serta	 keterlibatan	
masyarakat	 dalam	 proses	 evaluasi.	 Metode	 yang	 digunakan	 mencakup	
pemberdayaan	ekonomi,	pendidikan,	pelatihan,	dan	pemilihan	teknologi	yang	sesuai	
dengan	kebutuhan	lokal.	Partisipasi	masyarakat	bervariasi,	dengan	sebagian	terlibat	
aktif	 dalam	 perencanaan	 dan	 pelaksanaan,	 sementara	 yang	 lain	 hanya	 menerima	
manfaat.	 Pelatihan	 dianggap	 efektif	 dalam	 meningkatkan	 pengetahuan	 dan	
keterampilan	 serta	 mendorong	 kemandirian	 ekonomi.	 Namun,	 beberapa	 kendala	
seperti	kurangnya	keterampilan	dan	keterlambatan	dalam	menguasai	teknologi	tetap	
ada,	 dengan	 pemerintah	 menangani	 masalah	 ini	 melalui	 pendidikan,	 pelatihan,	
kampanye	kesadaran,	dan	bantuan	sosial.	

D. Evaluasi	Product	
Evaluasi	 produk	 mengukur	 hasil	 akhir	 dari	 program	 atau	 kebijakan.	 Ini	

mencakup	penilaian	terhadap	dampak	dan	efektivitas	program	setelah	dilaksanakan,	
serta	 keberlanjutan	 dari	 hasil	 yang	 dicapai.	 Evaluasi	 produk	 membantu	 dalam	
menentukan	 apakah	 tujuan	 awal	 program	 telah	 tercapai	 dan	 apakah	 ada	 dampak	
positif	atau	negatif	yang	muncul	akibat	pelaksanaan	kebijakan.	Hasil	evaluasi	produk	
memberikan	 bukti	 tentang	 dampak	 kebijakan	 dan	 efektivitas	 intervensi	 (Scriven,	
1991).	

Tujuan	 pemberdayaan	 adalah	 untuk	membentuk	 individu	 dan	masyarakat	
yang	mandiri.	Kemandirian	 tersebut	meliputi	kemandirian	berpikir,	bertindak	dan	
mengendalikan	 apa	 yang	mereka	 lakukan.	 penerapan	 teknologi	 tepat	 guna	 dalam	
program	pemberdayaan	masyarakat	telah	meningkatkan	kapasitas	dan	kemandirian	
lembaga	 kemasyarakatan	 (Sulistiyani,	 2004).	 Kemandirian	 tersebut	 meliputi	
kemandirian	 berpikir,	 bertindak,	 dan	 mengendalikan	 apa	 yang	 mereka	 lakukan	
tersebut.	 Untuk	 mencapai	 kemandirian	 masyarakat	 diperlukan	 sebuah	 proses.	
Melalui	 proses	 belajar	 maka	 secara	 bertahap	 masyarakat	 akan	 memperoleh	
kemampuan	atau	daya	dari	waktu	ke	waktu.	Berdasarkan	hasil	wawancara	dengan	
kepala	dinas,	sekretaris,	kepala	dan	staf	menyatakan	bahwa:	

“Penerapan	teknologi	tepat	guna	dalam	program	pemberdayaan	masyarakat	
di	 Kabupaten	 Malinau	 telah	 meningkatkan	 kapasitas	 dan	 kemandirian	 lembaga	
kemasyarakatan.	 Hal	 ini	 terlihat	 dalam	 berbagai	 bidang	 di	 mana	 masyarakat	
menunjukkan	peningkatan	kemandirian	melalui:	

- Peningkatan	kapasitas	ekonomi.	
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- Pengembangan	sumber	daya	manusia.	
- Dukungan	berkelanjutan.	

Lembaga	 kemasyarakatan	 menjadi	 lebih	 mandiri	 dan	 efektif	 dalam	
menjalankan	 program-program	 yang	 bermanfaat	 bagi	masyarakat.	 Teknologi	 telah	
membuat	program	lebih	cepat	dan	efektif,	memungkinkan	sumber	daya	dialokasikan	
untuk	kegiatan	lain	yang	bermanfaat.	Misalnya,	teknologi	pertanian	sederhana	yang	
efektif	dapat	meningkatkan	hasil	panen	dan	pendapatan	petani,	sehingga	mengurangi	
ketergantungan	 pada	 bantuan	 luar.	 Masyarakat	 mampu	 mengadaptasi	 dan	
mengembangkan	 teknologi	 sesuai	 kebutuhan	 dan	 kondisi	 lokal,	 menciptakan	 solusi	
yang	 relevan	 dan	 berkelanjutan.	 Program	 ini	 sering	 mencakup	 pelatihan	 untuk	
meningkatkan	keterampilan	anggota	 lembaga	kemasyarakatan,	 seperti	penggunaan	
alat	 pertanian	modern	 atau	 teknologi	 informasi,	 yang	membantu	 dalam	mengelola	
sumber	daya	lebih	efisien.	Namun,	tantangan	tetap	ada,	terutama	dalam	keterbatasan	
sumber	daya	finansial	dan	manusia.	Beberapa	lembaga	mungkin	tidak	memiliki	cukup	
dana	 untuk	 mengadopsi	 teknologi	 baru	 secara	 maksimal.	 Untuk	 menjaga	 dan	
meningkatkan	dampak	positif	program	ini,	tantangan	tersebut	perlu	diatasi”.	

Dalam	 pemahaman	 masyarakat	 dengan	 evaluasi	 product	 implementasi	
program	teknologi	tepat	guna	di	Kabupaten	Malinau	menunjukkan	bahwa:	

“Masyarakat	merasakan	dampak	positif	dari	program	pemberdayaan	dengan	
penerapan	teknologi	tepat	guna,	merasa	lebih	mandiri,	sejahtera,	dan	optimis	tentang	
masa	 depan.	 Program	 ini	 sangat	 membantu	 mereka	 dalam	 memanfaatkan	 sumber	
daya	lokal	secara	efektif,	meningkatkan	kesejahteraan,	keberlanjutan	lingkungan,	dan	
daya	 saing	 ekonomi.	 Masyarakat	 menilai	 program	 ini	 efektif	 dan	 berharap	 agar	
keberlanjutannya	 dapat	 memberikan	 manfaat	 yang	 lebih	 besar,	 meningkatkan	
kesejahteraan	 dan	 kemandirian,	 serta	 menjadi	 bagian	 dari	 pembangunan	
berkelanjutan	dengan	dampak	jangka	panjang”.	

Pada	 evaluasi	 product	 implementasi	 program	 teknologi	 tepat	 guna	 di	
Kabupaten	 Malinau	 secara	 keseluruhan	 menunjukkan	 Penerapan	 teknologi	 tepat	
guna	 dalam	 program	 pemberdayaan	 masyarakat	 di	 Kabupaten	 Malinau	 telah	
meningkatkan	kapasitas	dan	kemandirian	lembaga	kemasyarakatan,	termasuk	dalam	
aspek	ekonomi,	pengembangan	sumber	daya	manusia,	dan	dukungan	berkelanjutan.	
Masyarakat	 merasakan	 dampak	 positif,	 seperti	 peningkatan	 kesejahteraan	 dan	
kemandirian,	 serta	 kemampuan	 untuk	 memanfaatkan	 sumber	 daya	 lokal	 secara	
efektif.	Program	ini	dinilai	efektif	dan	diharapkan	dapat	berlanjut	untuk	memberikan	
manfaat	 jangka	panjang	serta	mendukung	pembangunan	berkelanjutan.	Tantangan	
seperti	 keterbatasan	 sumber	 daya	 finansial	 dan	 manusia	 perlu	 diatasi	 untuk	
memaksimalkan	dampak	positif	program.	

Faktor	 yang	mendukung	 dan	menghambat	 evaluasi	 program	 pemberdayaan	
lembaga	 kemasyarakatan	 dalam	 peningkatan	 teknologi	 tepat	 guna	 pada	
program	Dinas	Pemberdayaan	Masyarakat	dan	Desa	Kabupaten	Malinau	

Evaluasi	menurut	Daniel	L.	Stufflebeam	merupakan	proses	menggambarkan,	
memperoleh,	 melaporkan	 dan	 menerapkan	 informasi	 deskriptif	 dan	 penilaian	
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mengenai	beberapa	nilai	objek,	seperti	contoh	kualitas,	nilai,	kejujuran,	kesetaraan,	
kelayakan,	 biaya,	 efisiensi,	 keamanan	 atau	 kepentingan	 lainnya	 (Stufflebeam	 and	
Zhang	2017).	

Kajian	 evaluasi	 program	 pemberdayaan	 lembaga	 kemasyarakatan	 dalam	
peningkatan	 teknologi	 tepat	 guna	pada	program	Dinas	Pemberdayaan	Masyarakat	
dan	 Desa	 Kabupaten	 Malinau	 menggunakan	 teori	 Daniel	 L.	 Stufflebeam	 melalui	
evaluasi	 context,	 evaluasi	 input,	 evaluasi	 proses	 dan	 evaluasi	 product.	 Untuk	
mengetahui	 faktor	 yang	 mendukung	 dan	 menghambat	 evaluasi	 program	
pemberdayaan	 lembaga	 kemasyarakatan	 dalam	 peningkatan	 teknologi	 tepat	 guna	
pada	program	Dinas	Pemberdayaan	Masyarakat	dan	Desa	Kabupaten	Malinau	dapat	
dijelaskan	sebagai	berikut:	

a. Faktor	Pendukung	
Dalam	 konteks	 ini,	 evaluasi	 model	 CIPP	 (Context,	 Input,	 Process,	

Product)	 menjadi	 relevan	 sebagai	 kerangka	 kerja	 untuk	 menilai	 berbagai	
aspek	dari	program	pemberdayaan.	Melalui	evaluasi	ini,	dapat	diidentifikasi	
faktor-faktor	pendukung	yang	berkontribusi	pada	keberhasilan	program	yang	
terdiri	dari:		

Evaluasi	konteks	membantu	merencanakan	keputusan,	merumuskan	
tujuan	program	dan	menentukan	atau	mengidentifikasi	kebutuhan	yang	akan	
dicapai	oleh	suatu	program	(Junanto	and	Kusna	2018).	Dalam	penelitian	ini	
pada	evaluasi	program	teknologi	tepat	guna.	Evaluasi	context	bertujuan	untuk	
mengetahui	 apakah	 program	 teknologi	 guna	 sudah	 sesuai.	 Adapun	 faktor	
pendukung	dan	penghambat	dalam	evaluasi	konteks	pada	program	teknologi	
guna	di	Kabupaten	Malinau	dapat	dijelaskan	sebagai	berikut:		

Berdasarkan	 hasil	 wawancara	 mengenai	 dengan	 staf	 menyatakan		
bahwa:		

“Program	 pemberdayaan	 masyarakat	 perlu	 dimulai	 dengan	 analisis	
kebutuhan	 mendalam	 untuk	 efektivitas.	 Tanpa	 dasar	 kebutuhan	 nyata,	
program	 sering	 gagal.	 Keterlibatan	 masyarakat	 dalam	 perencanaan	 dan	
pelaksanaan	penting	untuk	meningkatkan	kepemilikan	dan	motivasi.	Program	
yang	 tidak	 melibatkan	 masyarakat	 sering	 kali	 tidak	 memenuhi	 harapan	
mereka.	 Program	 harus	 disesuaikan	 dengan	 kebutuhan	 dan	 potensi	
masyarakat	 untuk	 hasil	 yang	 efektif.	 Dengan	 analisis	 kebutuhan	 yang	 tepat,	
keterlibatan	 masyarakat,	 dan	 kebijakan	 yang	 mendukung	 keberlanjutan,	
manfaat	 signifikan	 dapat	 dicapai,	 meskipun	 tantangan	 perlu	 diatasi	 untuk	
memastikan	keberhasilan”.	

Dari	 keseluruhan	pemaparan	dalam	 lingkup	 evaluasi	 konteks	maka	
dalam	 implementasi	 program	 teknologi	 tepat	 guna	 ditemukan	 faktor	
pendukung	 terdiri	 dari	 analisis	 kebutuhan	 yang	 mendalam,	 keterlibatan	
masyarakat,	 penyesuaian	 program	dengan	 kebutuhan,	 potensi	masyarakat,	
dan	kebijakan	yang	mendukung	keberlanjutan.	

Evaluasi	 input	 dilakukan	dengan	menelaah	dan	menilai	 pendekatan	
yang	 relevan	 yang	 dapat	 digunakan	 (Matulandi	 and	 dkk	 2017).	 Dalam	
penelitian	 ini,	 evaluasi	 masukan	 bertujuan	 untuk	 mengetahui	 kepatuhan	
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sumber	daya	manusia	yaitu	partisipasi	masyarakat,	pendampingan	dan	untuk	
mengetahui	 ketersediaan	 sumber	 daya,	 Adapun	 faktor	 pendukung	 dan	
penghambat	dalam	evaluasi	input	pada	program	teknologi	guna	di	Kabupaten	
Malinau	dapat	dijelaskan	sebagai	berikut:		

Berdasarkan	 hasil	 wawancara	 mengenai	 dengan	 pemangku	
kepentingan	 dinas	 pemberdayaan	 masyarakat	 kabupaten	 Malinau	
menyatakan		bahwa:	

“Program	pemberdayaan	masyarakat	perlu	fokus	pada	pendistribusian	
sarana	 dan	 prasarana	 yang	 merata	 dan	 berkualitas,	 serta	 melibatkan	
masyarakat	 dalam	 perencanaan	 dan	 pelaksanaan	 untuk	 meningkatkan	
motivasi	dan	partisipasi.”	

Berdasarkan	 hasil	 wawancara	 mengenai	 dengan	 masyarakat	
menyatakan		bahwa:	

“Materi	pendampingan	yang	mudah	dipahami	serta	sarana	prasarana	
penunjang	pemberdayaan	yang	mendukung”	

Dari	 keseluruhan	pemaparan	dalam	 lingkup	 evaluasi	 konteks	maka	
dalam	 implementasi	 program	 teknologi	 tepat	 guna	 ditemukan	 faktor	
pendukung	adalah	perencanaan	dan	pendistribusian	sarana	yang	memadai,	
kualitas	sarana	dan	infrastruktur	yang	mendukung,	serta	adanya	keterlibatan	
masyarakat.	

Penilaian	 proses	 memberi	 tumpuan	 kepada	 pelaksanaan	 terhadap	
program,	 penilaian	 proses	 untuk	 memahami	 bagaimana	 program	
menjalankan	 fungsinya	 (Mustafa	 and	 Yakob	 2021).	 Dalam	 penelitian	 ini,	
evaluasi	proses	meliputi	kesesuaian	program	dan	kendala	dan	hambatan	yang	
terjadi	 selama	 proses	 pelaksanaan	 program	 teknologi	 tepat	 guna	 untuk	
pemberdayaan	masyarakat	Malinau.	

Berdasarkan	 hasil	 wawancara	 mengenai	 dengan	 pemangku	
kepentingan	 dinas	 pemberdayaan	 masyarakat	 kabupaten	 Malinau	
menyatakan		bahwa:	

“Solusi	yang	diusulkan	meliputi	pelatihan	dan	peningkatan	kapasitas,	
sosialisasi	dan	edukasi	yang	mempertimbangkan	nilai-nilai	budaya	lokal,	serta	
membangun	kemitraan	untuk	mendapatkan	dukungan	sumber	daya.	Dengan	
melibatkan	 masyarakat	 dalam	 perencanaan	 dan	 pelaksanaan,	 serta	
membangun	 komunikasi	 yang	 baik,	 program	 dapat	 meningkatkan	
pengetahuan,	 keterampilan,	 dan	 kemandirian	 ekonomi	 masyarakat,	
memberikan	dampak	positif	yang	signifikan	terhadap	kesejahteraan	mereka”.	

Dari	 keseluruhan	 pemaparan	 dalam	 lingkup	 evaluasi	 proses	 maka	
dalam	 implementasi	 program	 teknologi	 tepat	 guna	 ditemukan	 faktor	
pendukung	adalah	adanya	pelatihan	dan	pendampingan,	kemampuan	dalam	
kesesuaian	 teknologi,	 dukungan	 serta	 timbal	 balik	 dari	 masyarakat	
selanjutnya	terdapat	kemitraan	dan	dukungan	eksternal.	

Evaluasi	 produk	 melibatkan	 pengukuran	 hasil	 yang	 diharapkan	
melalui	program	(Mustafa	and	Yakob	2021).	Serta	bertujuan	untuk	mengukur,	
menginterpretasikan,	 dan	menilai	 capaian	program	 (Muyana	2017).	Dalam	
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penelitian	 ini,	 evaluasi	 produk	 berupa	 hambatan	 dan	 pendukung	 dalam	
program	ke	depannya;	

Berdasarkan	 hasil	 wawancara	 mengenai	 dengan	 pemangku	
kepentingan	 dinas	 pemberdayaan	 masyarakat	 kabupaten	 Malinau	
menyatakan		bahwa:	

“Program	 pemberdayaan	 masyarakat	 melalui	 penerapan	 teknologi	
tepat	 guna	 memiliki	 faktor	 pendukung	 seperti	 peningkatan	 kualitas	 hidup	
melalui	pelatihan	dan	pendidikan,	partisipasi	aktif	masyarakat,	peraturan	dan	
dukungan	 pemerintah	 dalam	 RPJMD	 2021-2026	 Malinau,	 pendidikan	
berkelanjutan,	 evaluasi	 program,	 dan	 penggunaan	 teknologi	 yang	 sesuai	
dengan	kondisi	lokal.”	

Dari	 keseluruhan	 pemaparan	 dalam	 lingkup	 evaluasi	product	maka	
dalam	 implementasi	 program	 teknologi	 tepat	 guna	 ditemukan	 faktor	
pendukung	adanya	peningkatan	kualitas	hidup,	keterlibatan	masyarakat	yang	
aktif,	 peraturan	 dan	 dukungan	 pemerintah	 serta	 keberlanjutan	 program.	
Dengan	pemahaman	yang	mendalam	tentang	faktor-faktor	ini,	evaluasi	dapat	
dilakukan	 secara	 komprehensif,	 sehingga	 memberikan	 rekomendasi	 yang	
tepat	untuk	meningkatkan	efektivitas	penggunaan	teknologi	tepat	guna	demi	
kesejahteraan	masyarakat	di	Kabupaten	Malinau.	

b. Faktor	Penghambat	
Evaluasi	 program	 pemberdayaan	 lembaga	 kemasyarakatan	 dalam	

peningkatan	 teknologi	 tepat	 guna	 di	 Kabupaten	 Malinau	 menghadapi	
berbagai	tantangan	yang	dapat	menghambat	efektivitas	dan	keberhasilannya.	
Meskipun	 terdapat	 berbagai	 faktor	 pendukung	 yang	 dapat	 memperkuat	
pelaksanaan	 program,	 faktor	 penghambat	 sering	 kali	 menjadi	 kendala	
signifikan	 yang	 perlu	 diidentifikasi	 dan	 diatasi.	 Dalam	 konteks	 ini,	 model	
evaluasi	CIPP	(Context,	Input,	Process,	Product)	menawarkan	pendekatan	yang	
sistematis	 untuk	 mengidentifikasi	 dan	 menganalisis	 faktor-faktor	
penghambat	yang	dapat	memengaruhi	pelaksanaan	program.	

Berdasarkan	 hasil	 wawancara	 mengenai	 dengan	 masyarakat	
menyatakan		bahwa:	

“Situasi	lingkungan	masyarakat	kami	menghadapi	berbagai	tantangan,	
dan	 masih	 banyak	 kebutuhan	 yang	 belum	 terpenuhi.	 Kami	 berharap	 ada	
perhatian	 dan	 dukungan	 dari	 pemerintah	 dan	 lembaga	 terkait	 untuk	
membantu	mengatasi	masalah-masalah	ini	dan	meningkatkan	kualitas	hidup	
kami”.	

Ditemukan	 juga	 faktor	 penghambat	 yaitu	 kurangnya	 analisis	
kebutuhan	 yang	 mendalam,	 keterlibatan	 masyarakat	 yang	 tidak	 memadai,	
tantangan	lingkungan	dan	kebutuhan	yang	belum	terpenuhi.	

Berdasarkan	 hasil	 wawancara	 mengenai	 dengan	 pemangku	
kepentingan	 dinas	 pemberdayaan	 masyarakat	 kabupaten	 Malinau	
menyatakan		bahwa:	

Namun,	 tantangan	 seperti	 kurangnya	 akses	 teknologi	 dan	
infrastruktur,	 kekurangan	 tenaga	 kerja	 terlatih,	 serta	 keterbatasan	 sumber	
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daya	dapat	menghambat	efektivitas	program.	Untuk	mengatasi	masalah	ini,	
penting	 untuk	memastikan	 perencanaan	 yang	 baik,	memanfaatkan	 sumber	
daya	 dengan	 optimal,	 dan	 melibatkan	 masyarakat	 secara	 aktif,	 sehingga	
program	dapat	memberikan	manfaat	yang	lebih	besar	dan	berkelanjutan”.	

Dalam	hal	faktor	penghambat	terdiri	dari	kurangnya	akses	teknologi	
dan	 infrastruktur,	 kekurangan	 tenaga	 kerja	 terlatih,	 keterbatasan	 sumber	
daya	dan	rendahnya	partisipasi	dan	pemahaman	masyarakat.		

Berdasarkan	 hasil	 wawancara	 mengenai	 dengan	 pemangku	 kepentingan	
dinas	pemberdayaan	masyarakat	kabupaten	Malinau	menyatakan		bahwa:	

“Pelaksanaan	 program	 pemberdayaan	 masyarakat	 menghadapi	 berbagai	
kendala,	seperti	keterbatasan	keterampilan	dan	pengetahuan,	rendahnya	kesadaran,	
serta	koordinasi	yang	kurang	efektif.	Masyarakat	sering	kali	acuh	tak	acuh	atau	lebih	
memilih	aktivitas	yang	langsung	menghasilkan	pendapatan.	Infrastruktur	yang	tidak	
memadai	dan	resistensi	budaya	juga	menjadi	penghalang.”	

Berdasarkan	 hasil	 wawancara	 mengenai	 dengan	 masyarakat	 menyatakan		
bahwa:		

“Mungkin	 kendalanya	 itu	 saya	masih	 kurang	 terampil	 dan	 sedikit	 terlambat	
untuk	menguasai	teknologi	tepat	guna	pada	program	yang	disediakan”	

Kemudian	penghambat	adalah	kurangnya	pelatihan,	kurangnya	pemanfaatan	
dan	 kolaborasi	 masyarakat.	 Berdasarkan	 hasil	 wawancara	 mengenai	 dengan	
masyarakat	menyatakan		bahwa:		

“Masyarakat	menilai	bahwa	program	pemberdayaan	ini	efektif	dan	berharap	
agar	 keberlanjutannya	 dapat	 memberikan	 manfaat	 lebih	 besar	 di	 masa	 depan,	
meningkatkan	 kesejahteraan	 dan	 kemandirian	 kami.	 Masyarakat	 berharap	 agar	
program	 ini	 tidak	 hanya	 bersifat	 sementara,	 tetapi	 dapat	 menjadi	 bagian	 dari	
pembangunan	 berkelanjutan	 di	 daerah	 kami.	 Kami	 ingin	 melihat	 dampak	 jangka	
panjang	dari	pemberdayaan	yang	telah	dilakukan.”	

Adapun	 faktor	 penghambat	 adalah	 keterbatasan	 sumber	 daya	 dan	
infrastruktur,	 rendahnya	 kesadaran	 masyarakat,	 masalah	 keberlanjutan	 program	
serta	evaluasi	peraturan	yang	kurang	efektif.	

Dengan	memahami	 faktor-faktor	penghambat	 ini,	 evaluasi	 dapat	dilakukan	
dengan	 lebih	mendalam	 untuk	merumuskan	 strategi	 perbaikan.	 Analisis	 terhadap	
hambatan-hambatan	ini	sangat	penting	untuk	menciptakan	lingkungan	yang	kondusif	
bagi	pemberdayaan	masyarakat	dan	memastikan	bahwa	teknologi	tepat	guna	dapat	
diimplementasikan	 secara	 efektif	 dan	berkelanjutan.	Oleh	 karena	 itu,	 pembahasan	
mengenai	 faktor	 penghambat	 evaluasi	 program	 ini	 menjadi	 krusial	 untuk	
meningkatkan	kualitas	dan	hasil	dari	inisiatif	pemberdayaan	di	Kabupaten	Malinau.	

	 	

http://issn.pdii.lipi.go.id/issn.cgi?daftar&1551452039&&&2019
http://issn.pdii.lipi.go.id/issn.cgi?daftar&1552874658&1&&
https://journal-laaroiba.com/ojs/index.php/alkharaj/5862


Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah 
Volume	6	Nomor	12	(2024)		8971	–	8994		P-ISSN	2656-2871	E-ISSN	2656-4351	

DOI:	10.47467/alkharaj.v6i12.5862	
	

8990 | Volume 6 Nomor 12  2024 
 

   

Pembahasan	

Context	Evaluation	
Evaluasi	konteks	berfokus	pada	analisis	kebutuhan		(needs	assestment),	yaitu	

mengevaluasi	tujuan	dan	prioritas	dalam	kaitannya	dengan	kebutuhan	serta	peluang	
yang	tersedia	dari	program	yang	akan	diterapkan	(Artanto,	et	al.,	2021)	

Evaluasi	program	pemberdayaan	masyarakat	melalui	teknologi	tepat	guna	di	
Kabupaten	Malinau	menunjukkan	 bahwa	program	 ini	 efektif	 dalam	meningkatkan	
kemandirian	dan	produktivitas.	Walaupun	ada	 tantangan,	pelatihan	dan	dukungan	
berkelanjutan	dapat	membantu	mengatasi	hambatan	dan	memaksimalkan	manfaat	
program.	 Hal	 ini	 sejalan	 dengan	 penelitian	 Rahmawati,	 et	 al.,	 (2022)	 yang	
menunjukkan	bahwa	dengan	penerapan	program	dapat	meningkatkan	kemandirian	
masyarakat	karena	mereka	 lebih	produktif.	 Selain	 itu,	kebutuhan	masyarakat	desa	
nantinya	akan	dipenuhi	melalui	program		pemberdayaan.	

Input	Evaluation		
	Evaluasi	 input	 menilai	 apakah	 kualitas	 dan	 kuantitas	 sumber	 daya	 di	

masyarakat	desa	cukup	untuk	merencanakan	dan	melaksanakan	program.	Menurut	
Holden	dan	Zimmerman	(2009),	harus	ada	keseimbangan	antara	apa	yang	dievaluasi	
dan	 sumber	 daya	 yang	 tersedia.	 Sumber	 daya	 tersebut	mencakup	manusia,	 alam,	
dana,	prosedur,	serta	sarana	dan	prasarana.	Ketidakseimbangan	dapat	menghambat	
pelaksanaan	program	dan	berdampak	negatif	pada	pembangunan	desa.		

	Evaluasi	 input	 pada	 program	 teknologi	 tepat	 guna	 menunjukkan	 bahwa	
alokasi	dan	pengelolaan	dana	untuk	pemberdayaan	masyarakat	perlu	perhatian	pada	
sumber	daya	alam	yang	memadai	namun	 sering	 terhambat	oleh	akses	 terbatas	ke	
teknologi	 dan	 infrastruktur.	 Sumber	 daya	 manusia	 cukup,	 tetapi	 teknologi	 harus	
sesuai	 dengan	kondisi	 lokal.	Alokasi	 dana	memerlukan	perencanaan	yang	matang,	
transparansi,	 dan	 partisipasi	 aktif,	 dengan	 dana	 dari	 APBN	 dan	 APBD.	 Evaluasi	
mengungkapkan	 bahwa	 pemanfaatan	 sumber	 daya	 sudah	 lebih	 optimal,	 pelatihan	
efektif	 dan	 menarik,	 serta	 sarana	 dan	 prasarana	 mendukung	 partisipasi	 aktif	
masyarakat.	 Pendampingan	 dianggap	 efektif	 karena	 kedekatan	 relasi,	 durasi	 yang	
lama,	materi	yang	relevan,	dan	partisipasi	tinggi.	Pendekatan	ini	dapat	meningkatkan	
kapasitas	masyarakat	dan	mempercepat	pencapaian	tujuan	pengembangan	desa.	Hal	
ini	 sejalan	 dengan	 penelitian	 Pratiwi,	 et	 al.,	 (2016),	 yang	 menyatakan	 bahwa	
keberhasilan	 pelaksanaan	 program	 harus	 didukung	 dengan	 fasilitas	 yang	 dimiliki,	
ketersediaan	 secara	 kuantitas	 sumber	 daya	manusia,	 dan	 perencanaan	 dana	 yang	
matang	dalam	pelaksanaan	program.	

Evaluasi	Proses		
	Evaluasi	Proses	adalah	cara	program	diimplementasikan,	termasuk	strategi	

yang	digunakan,	aktivitas	yang	dilakukan,	dan	interaksi	antara	personel	dan	peserta	
program.	 Evaluasi	 proses	 bertujuan	 untuk	 mengevaluasi	 apakah	 strategi	 dan	
aktivitas	 yang	 digunakan	 efektif	 dalam	 mencapai	 tujuan	 program	 dan	 apakah	
interaksi	antara	personel	dan	peserta	program	positif	(Bachtiar,	2021).			

	Evaluasi	proses	pada	program	pemberdayaan	masyarakat	dengan	teknologi	
tepat	guna	di	Kabupaten	Malinau	menunjukkan	bahwa	pelaksanaan	program	sesuai	
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dengan	 SOP,	 memuaskan	 masyarakat,	 dan	 meningkatkan	 rasa	 aman	 serta	
kepercayaan.	Masyarakat	antusias	berpartisipasi	dan	menemukan	pelatihan	efektif	
dalam	 meningkatkan	 pengetahuan	 dan	 keterampilan.	 Namun,	 masih	 ada	 kendala	
seperti	 kurangnya	 keterampilan	 dan	 keterlambatan	 menguasai	 teknologi.	 Untuk	
mengatasi	 kendala	 ini,	 pemerintah	 telah	 mengambil	 langkah-langkah	 seperti	
pendidikan	 dan	 pelatihan,	 kampanye	 kesadaran,	 serta	 pemberian	 bantuan	 sosial.	
Pelaksanaan	 program	 melibatkan	 perencanaan	 dan	 pelatihan	 keterampilan,	
penyediaan	 modal	 usaha,	 dan	 pengembangan	 usaha	 mikro,	 serta	 menekankan	
pentingnya	 pemantauan	 berkala	 dan	 keterlibatan	 masyarakat	 dalam	 evaluasi.	
Partisipasi	 masyarakat	 bervariasi,	 namun	 pelatihan	 dianggap	 efektif	 dalam	
mendorong	 kemandirian	 ekonomi.	 Hal	 ini	 sejalan	 dengan	 penelitian	 (Yoga,	 2022)	
yang	menunjukkan	masyarakat	lokal	juga	memiliki	pengolahan	pemberdayaan	SDA	
yang	baik	sesuai	Standar	Operasional	Prosedur	(SOP).		

Evaluasi	Produk	
	Julianto	&	Fitriah	 (2021)	menyatakan	bahwa	evaluasi	product	 adalah	hasil	

yang	 dicapai	 oleh	 program,	 seperti	 peningkatan	 pengetahuan	 atau	 keterampilan	
peserta	program.	Evaluasi	 produk	bertujuan	untuk	mengevaluasi	 apakah	program	
mencapai	 tujuan	 yang	 ditetapkan	 dan	 apakah	 hasil	 yang	 dicapai	 sesuai	 dengan	
harapan.	 untuk	 membantu	 dalam	 pengambilan	 keputusan	 selanjutnya	 dalam	
menginterpretasikan	dan	mengukur	hasil	yang	diperoleh	sesuai	dengan	tujuan	yang	
telah	ditetapkan.	Informasi	tentang	kegiatan	ini	menentukan	apakah	program	dapat	
dilanjutkan,	diubah	atau	bahkan	dihentikan.	

	Evaluasi	product	pada	program	pemberdayaan	masyarakat	dengan	teknologi	
tepat	guna	di	Kabupaten	Malinau	menunjukkan	bahwa	Pada	evaluasi	product	evaluasi	
product	 implementasi	 program	 teknologi	 tepat	 guna	 secara	 keseluruhan	
menunjukkan	 penerapan	 teknologi	 tepat	 guna	 dalam	 program	 pemberdayaan	
masyarakat	di	Kabupaten	Malinau	 telah	meningkatkan	kapasitas	dan	kemandirian	
lembaga	kemasyarakatan,	 termasuk	dalam	aspek	ekonomi,	pengembangan	sumber	
daya	manusia,	dan	dukungan	berkelanjutan.	Masyarakat	merasakan	dampak	positif,	
seperti	 peningkatan	 kesejahteraan	 dan	 kemandirian,	 serta	 kemampuan	 untuk	
memanfaatkan	 sumber	 daya	 lokal	 secara	 efektif.	 Program	 ini	 dinilai	 efektif	 dan	
diharapkan	 dapat	 berlanjut	 untuk	 memberikan	 manfaat	 jangka	 panjang	 serta	
mendukung	 pembangunan	 berkelanjutan.	 Tantangan	 seperti	 keterbatasan	 sumber	
daya	 finansial	 dan	 manusia	 perlu	 diatasi	 untuk	 memaksimalkan	 dampak	 positif	
program.	Hasil	pembahasan	pada	penelitian	 ini	sejalan	dengan	Tricahyono,	(2008)	
dengan	 potensi	 masyarakat	 dapat	 diaktualisasi	 melalui	 upaya	 pemberdayaan	
sehingga	tercipta	suatu	masyarakat	yang	sejahtera.	Kesejahteraan	merupakan	suatu	
bentuk	kualitas	hidup	yang	digunakan	untuk	mengukur	sejauh	mana	keseimbangan	
hidup	 itu	 dibangun	 oleh	 anggota	 masyarakat.	 Di	 Kabupaten	 Malinau	 Masyarakat	
merasakan	 dampak	 positif,	 seperti	 peningkatan	 kesejahteraan	 dan	 kemandirian,	
serta	kemampuan	untuk	memanfaatkan	sumber	daya	lokal	secara	efektif.	
	
KESIMPULAN	
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1. Evaluasi	 program	 pemberdayaan	 lembaga	 kemasyarakatan	 dalam	
peningkatan	teknologi	tepat	guna	pada	Dinas	Pemberdayaan	Masyarakat	dan	
Desa	Kabupaten	Malinau	sebagai	berikut:	
a. Evaluasi	Context	

Evaluasi	 konteks	 pada	 program	 pemberdayaan	 masyarakat	
melalui	teknologi	tepat	guna	di	Kabupaten	Malinau	menunjukkan	bahwa	
program	ini	efektif	dalam	meningkatkan	kemandirian	dan	produktivitas.	
Walaupun	ada	tantangan,	pelatihan	dan	dukungan	berkelanjutan	dapat	
membantu	mengatasi	hambatan	dan	memaksimalkan	manfaat	program.	

b. Evaluasi	Input	
Evaluasi	input	pada	program	teknologi	tepat	guna	menunjukkan	

bahwa	alokasi	dan	pengelolaan	dana	untuk	pemberdayaan	masyarakat	
perlu	 perhatian	 pada	 sumber	 daya	 alam	 yang	memadai.	 Sumber	 daya	
manusia	 cukup,	 tetapi	 teknologi	 harus	 sesuai	 dengan	 kondisi	 lokal.	
Alokasi	dana	memerlukan	perencanaan	yang	matang,	transparansi,	dan	
partisipasi	aktif,	dengan	dana	dari	APBN	dan	APBD.	

c. Evaluasi	Proses	
Evaluasi	 proses	 pada	 program	 pemberdayaan	 masyarakat	

dengan	teknologi	tepat	guna	di	Kabupaten	Malinau	menunjukkan	bahwa	
pelaksanaan	program	sesuai	dengan	SOP,	memuaskan	masyarakat,	dan	
meningkatkan	 rasa	 aman	 serta	 kepercayaan.	 Masyarakat	 antusias	
berpartisipasi	 dan	 menemukan	 pelatihan	 efektif	 dalam	 meningkatkan	
pengetahuan	dan	keterampilan.	

d. Evaluasi	Produk	
Evaluasi	 product	 pada	 program	 pemberdayaan	 masyarakat	

dengan	teknologi	tepat	guna	di	Kabupaten	Malinau	menunjukkan	bahwa	
implementasi	 telah	meningkatkan	kapasitas	 dan	kemandirian	 lembaga	
kemasyarakatan,	 termasuk	 dalam	 aspek	 ekonomi,	 pengembangan	
sumber	 daya	 manusia,	 dan	 dukungan	 berkelanjutan.	 Masyarakat	
merasakan	 dampak	 positif,	 seperti	 peningkatan	 kesejahteraan	 dan	
kemandirian,	serta	kemampuan	untuk	memanfaatkan	sumber	daya	lokal	
secara	efektif.	

2. Analisis	 implementasi	 program	 teknologi	 tepat	 guna	 menunjukkan	 faktor	
pendukung	 utama	 berupa	 analisis	 kebutuhan	 mendalam,	 keterlibatan	
masyarakat,	penyesuaian	program	dengan	kebutuhan	lokal,	serta	dukungan	
pemerintah.	Faktor	Pendukung	lainnya	termasuk	perencanaan	dan	distribusi	
sarana	yang	memadai	 serta	kualitas	 infrastruktur.	 Sedangkan	keterbatasan	
sumber	 daya	 dan	 akses	 teknologi,	 kurangnya	 pelatihan	 dan	 kolaborasi	
masyarakat	menjadi	faktor	penghambat	efektivitas	program.	
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